
BUPATI KATINGAN
PROVJNSJ IfiLIMANTAN ?ENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 5tTAfiUN 2At6

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN?ASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN IGTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi, Badan Publik. harus membangun
dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
untuk mengelola informasi publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

Mengingat :

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, terbuka, dan akurntabel
diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana
dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan
publik dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan
pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan
informasi dan dokumentasi;

c. bahwa untuk tersediarrya informasi yang dapat
dipertanggungiawabkan perlu adanya pedoman untuk
mengelola pelayanan informasi di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Katingan;

d. bahrra berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan
tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Fulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a180h

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ( kmbaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038 );

4. Undang-Undang Nomor 72 Tahun
Pembentukan Peraturan Perundang
(Lembaran Negara Republik Indonesia

2O1.7 tentang
- Undangan
Tahun 20ll

5.

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5234l;

Republik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan
LembaranNegara Repubtik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679l.;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Rrblik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OtO Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51ae);

Perahrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2OO8 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2OO9 Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 2a5l:-

6.

7.

8.

9.

10.
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11.

L2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2OLs
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2OLO
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

2. Pemerintah Daerah adalah
Kabupaten Katingan.

3. Bupati adalah Bupati Katingan.

Pemerintah Daerah

4. Sekretaris paerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan.

5. Dinas adalah yang membidangi Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Katingan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan.

7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yar'g dapat
dilihat, didengar darr dibaca, yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembaogan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik maupun non elektronik; perkembangan
teknologi informasi dan ksmunikasi secara elektronik
maupun non elektronik.

8. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan
suara untuk bahan informasi publik.

9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh

Menetapkan
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10.

Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Rrblik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi rton pemerintah
separ{ang sebagian atau seluruh dananye bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat publik adalah orang yang ditunjr.rk dan diberi
tugas untuk menduduki posisi atanr jabatan tertentu
pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Infornnasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat *truktural
yang bertanggung jarrab dalzun pengumpulan,
pendokumentasiaa, peayimpanan, per*elihatreatl'
penyediaan, clistribusi dan pelayanan informasi di
Pemerintah*n Daerah.

strukhrral yang13. PPID Pembantu adalah Pejabat
bertanggung jawab dalam

11.

L4.

15.

16.

pen$J{npu}a&,
pemeliiraraa::,
irrf*mr:asi d;

pendokumentasian, penyrmpa:r&rr,
penyediaan, distribusi dan pelayanan
lingkungan SKPD.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan
langsung PPID.

Daftar Informasi htblik adalah catatan yang berisi
ketemngan s€cara sistematis tentang seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah
Daeratr tidak terrnasuk inftrrmasi yang dikeeualikan.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
rrierggunakan inforrnasi publik sebagaimana diatur
dalam ket+ntuan peraturan perundeng-undangan.

17. Orang adatah orang prrseorange$, kelompck CIraflg,

badan hukum, atau badan Publik.

i*. F*m*i:*:: I:lf*rrn-s*; h':biik adalah warga negara
.;1;-:riat;l'.: -*riar: hi"akurn Indonesia yang mengajukan

={:r 
Jrririi:.rr+ itrf*:'t::r:a-:I i:r:blik sebagaimana diatur dalam

tetentuan peraturan penrndang-urdangan.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengaturan pengelolaan layanan Informasi dan
Dokumentasi dimaksud agar, semua pihak dapat
mengakses informasi namun tidak semua orang yang
berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
boleh menginformasikan terkecuali seseorang yang
sudah ditetapkan oleh Bupati Katingan;

(21 Tujuan dengan adanya Peraturan Bupati Katingan
tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah
agar semua informasi baik yang sifatnya dipublikasikan
atau informasi dikecualikan sudah melalui tahap
verifikasi informasi oleh PPID Utama dan PPID
Pembantu, sehingga informasi yang diakses publik
sudah dapat dipertanggungiawabkan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Informasi yang dapat diakses orang adalah informasi
berkaitan dengan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Katingan;

(21 Untuk informasi kegiatan yang tertera pada APBD
Pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun berjalan
dan belum diaudit oleh BPK Republik Indonesia
Perwakilan Kalimantan Tengah, informasi tersebut Udak
boleh dipublikasikan SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katiage4;

(3) Informasi Publik di lingkungan Pemerinta"h Kabupaten
Katingan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Pubtik;

(4) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan bersifat ketat dan
terbatas;

(5) Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan diperoleh pemohon inforrnasi publik dengan
cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses
dengan mudah;

(6) Informasi tublik yang dikecualikan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan bersifat rahasia sesuai
dengan Peraturan Perundang - undangan , kepatutan,
dan kepentingan umum;

(71 Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada
pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu
informasi diberikan kepada masyarakat dan
pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi
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(1)

{2'

(3)

(4)

(1)

publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan;

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai
dengan kewenangannya;

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan
informasi publik apabila tidak sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan;

Informasi yang tidak dapat diberikan oleh
Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :

a. Informasi yang dapat membahayakan negara ;

b. Informasi yang dapat berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak - hak pribadi ;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
dan/atau;

e. Informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan
/atau menerbitkan informasi publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada pemohon informasi
publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan
Peraturan Perundang - Undangan;

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan
mudah.

(2t
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BAB V
PRIABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI
Pasal 6

(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi
di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan PFID;

{2) PPID sebagairnana dimaksud pada ayat (1} melekat pada
pej*bat strukturai J.rang membidangi tugas dan fungsi
pelayanan informasi;

(3) PPID sebagimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

{U PPID bertanggung jawab kepada Bupati melaiui
SelEretaris Daerah;

t?l, PPID di lingkungan Pernerintah Kabupaten Katingan
di-bantu oleh PPID Pcrnb*.ntu yang berada di lingkungan
,SKPD.

Pasal I

PPID bertugas :

a. Meng+ordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpuiarr
bahan i:rformasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;

b. Menyimpan, mendolelrmentasikaa, rnenS"ediak*n eian
rr,.-er.nheri pele3'anan inf*rma-si kepada publik ;

c. ii$elakxka;'i',.erifikasi bahan informasi publik ;

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan ;

{. }lci*-lqukan perautakhirs"n informasi dan dokurnentasi ;

{. ir'{cr:yediakan informasi dan dskumentasi untuk diakses
oleh masyarakat ; dan

g. Menetaplc.n Standar Operasional Prssedur
Fenyebarluasail lnformasi Publik.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas seba"gaimana dimaksud
dalarn Pasal8, PPID bert'enang:

a. Menolak memberikan informasi yang dikecuelikan sesuai
ketentuan Ferafuran Perundang-unda*Sarr ;
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b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/
komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan
kerjanya;

c. Mengoordinasi.kan pemberian pelavanan informasi
deagan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional
yang menjadi cakupan kerjanya ;

d. Menentukan atau rc*netapkan suatu informasi dapat/
tidaknya diakses pubiik ; dan

e. Menugaskan pPiD F*n:[:ar:i:: d*r;i.=1,+"-: Fr=.i e -:::
Fungsional unfuk membuai, Eie*Ei-ii!1p::I!-;.-, 

=L::-;..,-rnemeiihara informasi da:r d+kuir:*::i==i -:::-:<
kebutuhan organisasi.

Pasal 1O

{1) PPID Pemhantu sebagaimana tersebut pada Fasal 7 ayat
{2} *rempuxy"ai kriteria sebagai berikut :

a. Merupakan pejabat struktural yang melak*anakan
tugas pokok dan fungsi FPtrD pada SKtrL*;

h" f'FiD Pe:r:trantu dija-bat *leh Sekretaris/Kepala

=liigi.,ir: *,tar-r Kepaia ?ata Usaha pada SKPD;

'r?l PPID Pembanhr diaiigkat cleli liep*at;i S;J'I :

i3) PPID Fembantu b*rL-rges r-:re*:r;;-**: lrtri*
r::elaksanakan kctentuan sebagaimarla dimaksud daiar:;
Pasal *:

{4} PPID Fembantu menyarrtpaikerr i::forrxa"si da:':
dokumentasi kepada PFItr $ec&ra. herkCa da:: r-i:su-,.:i

kebutuhan.

Fasal 1 1

Tata kerja PPID tli lingkungan Peuaeriatah Daerah diatur oleh
Bupati sesuai deaga:r kewenartga*ny*.

BAB VI
$gKRSTARI,qT PPID

Pasal 12

iU Dalare rangka nrengoordina.sikan PFID dibe:rtuk
Sekretariat PtrID;

i,Z'i Sekretariai pPIil berkedudukan di Sekrretariat Daeralr
I..abupatc a I.,aCa gan ;
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tS) Sekretariat PPID Pembantu berkedudukan pada masing-
masing SKPD.

BAB VII
PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 1.3

(1) Setiap perrohon Infor:nasi Pt:blik itap*t m*r:gej':.;1i::r;
permintaan urfi.:k flIe;l].percleh informasi publih kctra=a
Badan Fublik terkait secara tertulis atans Sdsk teriuils;

\2i Badari Pubiik yang bersangkutan wajib mencata"t
permintaa:i irrforma*i yarrg cli{ukan secara tidak
,=rtulis;

{3i Pernohon informasi da:r
meliputi :

clokumentasi

a. Pcrseoratgan;

il. Kelompok ma*yarakat;

c. Lembaga Swadaya Masyarakat;

d. Organisasimas3,arakat;

e. Partai Politik; atam

f. Barian Publik lainnya.

(4) Format Tanda Bukti Fer:Eiftts.s-r: ir*f*-:-i*=: F,:.i:iik
sebagairnana tetcffrtturtr pada La:::;:i: =r': : .; i-i--;
merupakan bagi661 t*k terpisahk*-*" rii-r i-=iii-;,iii-r::1
Bupad ini:

{5}

l{^\i'r,

Format'Ia:rda Bukti Ferrerimaan Pernrirltaas infermasi
Pub,lik sebagaima-rr* terca*f"rm pedet l,an::pi:-*s: iI "::=X
merupakan bagian tak terpisatrkar: ds*r"i F'r:riliui.;-.f
Bupati ini;

Ir$rsnat Ta:ida Sukti Fenyerahan Infnrmasi Publik
seba"gairrra*a te*rc&nttir* pa:}: i;:r.pi:i:.: ill :r::ilg
rnen:paka* bag:'ce tak t*rpisr&k*i,jr-: i=.;;',,,--;-'.1;;
Bupati iai;

d+r'ii:.ar Fsi'iry+tir.iui :.eberatan Atas Permohonafl
r -...=*..*.-., - ^.ri.lr'rrrr*o'sr ,"r.*.,ogailE&*a tercant;m pade Lar:rpiraa IV
-:a11af rnr-fitr'r4iL'*rt hqcq.:r: f,:L *+r1ris+fi ira,r .i^*i lr.'r-.-

Bupati ini.
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Pasal 14

Pemohon informasi dan dokumentasi kepada pemerintahan
daerah harus memenuhi persyaratan :

a. Mencantumkan identitas yang jelas ;

b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon ;

c. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan
dokumentasi yang dibutuhkan ; dan

d. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan
informasi dan dokumentasi .

BAB VIII
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Informasi publik di 'lingkungan Pemerintah Daerah
merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan kegiatan
penyelen ggaraan pemerintahan di Daerah.

Pasal 16

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ,

diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

d. Informasi yang dikecualikan .

Bagian Kedua
Informasi Yang Wajib Disediakan dan

Diumumkan Secara Berkala
Pasal 17

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, sekurang-kurangnya terdiri atas :

a. Informasi tentang profil badan publik yang meliputi :

1. Informasi tentang kedudukan atau domisiii
beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan,
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maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan
Publik beserta unit-unit kerja di bawahnya;

2. Struktur organisasi dan gambaran umurn.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau
kegiatan yang sedang dijalankan dalam badan
publik, terdiri atas:

1. Nama program dan kegiatan;

2. Penanggungiawab, pelaksana program dan
kegiatan;

3. Target danf atau capaian program dan kegiatan;

4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi
sumber dan jumlah;

6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan
publik.

c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup
badan publik;

d. Ringkasan laporan keuangan;

e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik,terdiri
atas:

1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang
diterima;

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik;

3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan
permohonan Informasi Publik yang ditolak;

4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

f. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau
kebijakan yang mengikat danlatau berdampak bagi
publik yang dikeluarkan oleh badan publik, terdiri
atas :

1. Daftar Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah, yang sedang dalam proses
pembuatan;

2. Daftar Peraturan Pertrndang-Undangan, yang
telah diundangkan.
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g. Informasi tentang hak
memperolehlnformasi Publik

tata cara
tata cara,

pengajuan keberatan serta proses penyelesaian
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang
bertanggung jawab yang dapat dihubungi;

h. Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;

i. lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang
dan/atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terkait.

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya setiap
1(satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Informasi Yang Wajib Diumumkan

Secara Serta Merta
Pasal 18

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta
merta, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara
lain :

a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan,
kebakaran hutan karena flaktor alam, hama penyakit
tanaman, epidemik, wabah dan kejadian luar biasa;

b. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti
kegagalan industri atau teknologi, dampak industri,
dan pencemaran lingkungan;

c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat dan teror;

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang
dikonsumsi oleh masyarakat; atau

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap
fasilitas publik.

(21 Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan dengan bahasa yang sederhana,
mudah dimengerli dan dipahami oleh masyarakat.

Pasal 19

(1) Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dari
badan publik yang kegiatannya berpotensi mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

dan
serta

(21

(U
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wqiib
memiliki standar pengumuman informasi;

(21 Standar pengumuman informasi sebagairnana dimaksud
pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:

a. Potensi bahaya danf ata:u besaran dampak yang
dapat ditimbulkan;

b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena darnpak baik
masyarakat umum maupun pegawai badan publik
yang menerima izin atau perjanjian kerja dari badan
publik tersebut;

c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan
darurat terjadi;

d. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan
darurat terjadi;

e. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang
ditimbulkan;

f. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang
berwenang;

g. Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan publik dan
I atau pihak-pihak yang berwenang dalam
menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang
ditimbulkan.

Bagian Keempat
Informasi Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat
Pasal 2O

(1) Setiap badan publik wqjib menyediakan Informasi Publik
setiap saat, kecuali yang dapat ditolak sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari :

a. Daftar Informasi Publik, yang memuat :

I. Nomor;

2. Ringkasan isi informasi;

3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai
informasi;

4. Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan
informasi;
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b.

c.

5. Waktu dan tempat pembuatan infiormasi;

6. Bentuk informasi yang tersedia;

7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau
kebijakan badan publik;
Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16;

Informasi tentang organisasi, administrasi,
kepegawaian, dan keuangan;

Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut
dokumen pendukungnya;

Surat men5rurat pimpinan atau pejabat Badan Publik
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya;

Syarat-syarat pet'wina.n, izin yang diterbitkan
dan/atau dikeluarkan berikut dokumen
pendukungnya, dan laporan tentang ketaatan
pelaksanaan izin yang diberikan;

Data perbendaharaarl atau inventaris ;

Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

Agenda kerja pimpinan Badan Publik;

Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi
Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana
layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta
kondisinya, sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,
araggaran layanan Informasi Rrblik serta laporan
penggunaannya;

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran
yang ditemukan dalam pengawasan internal serta
laporan penindaka.nnya;

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran
yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan
penindakannya;

Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka
bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan
dan/penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d.

e.

o

h.

k.

n.
o.
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p. Informasi tentang standar pengumuman informasi
bagi badan publik yang memberikan ijin dan/atau
melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang
kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum;

q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat
publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Bagian Kelima
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 21

(U Setiap badan publik wajib membLrka akses informasi
publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali
informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Keterbukaan lnformasi Publik;

(21 Pengecualian informasi publik didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila
suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan
dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

Bagian Keenam
Pen gklasifikasian Informasi

Yang Dikecualikan
Pasat22

(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di
Pemerintah Daerah berdasarkan Pengujian Konsekuensi
secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan alasan
dalam Pasal I-7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8;
tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan
untuk diakses oleh setiap orang;

(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan
Bupati.

Pasal 23

(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, ditetapkan dalam bentuk surat
penetapan klasifikasi;

(21 Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit memuat:

a. Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
b. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
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SKPD, termasuk unit kerja
menetapkan;
Jangka waktu pengecualian;
Alasan pengecualian; dan
Tempat dan tanggal penetapan.

pejabat yang

Pasal 24

PPID atas persetqjuan Bupati dapat mengubah
klasifikasi informasi yang dikecualikan;

Perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dilakukan berdasarkan Penguj ian Konsekuensi.

BAB IX
LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Laporan
Pasal 25

PPID wajib membuat Laporan kepada Bupati terkait
layanan Informasi Publik, paling lambat 3 (tiga) bulan
sekali.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 26

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi
pelaksanaan layanan Informasi Rrblik oleh PPID
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U
disampaikan diumumkan kepada publik.

BAB X
PEMBIAYAAN

PasaT 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Katingan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD masing-masing.

c.

d.
e.
f.

(1)

(21

(U

(21

(u

(21
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

SEKRE]DARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

Ditetapkan di Kasongan
padatanggal 6-6 -9.otg

KATINGAN TAHUN 2OL6

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal q 'b- 2otb

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN
NoMoR 9a€

AHMAD YANTENGLIE
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LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

I PERATURAN BUPATI KATINGAN
TAHUN 2016

: PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS...........

Jalan.........Telp..........'.. Fax.'.-...-'.""'
KAS O N GAN

FORMULIR
PERMINTAAN INFORMAST PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengqjukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi

Nomor MK (sesuai KTP)

Alamat Pemohon Informasi

Nomor Telepon Yang bisa dihubungi

Email
Informasi Yang dibutuhkan

Alasan Permintaan

Nama Pengguna Informasi

Nomor MK (sesuai KTP)

Alamat Pengguna Informasi

Nomor Telepon yang bisa dihubungi

Email

Alasan Pengguna Informasi :

Cara Memperoleh Informasi

Format Bahan lnformasi

: 1 langsung. 2 Website. 3 Email 4 Fax' 5 Via Pos.

: 1 Tercetak; 2. Terckam;

Cara Mengirim Bahan Informasi : l.l,angsung; 2. Via Pos; 3'Email

o"t a"n l"for*a"i y"r.g for[l..oleh, kami gunakan sesuai dengan keGrrtuan perundang-undangan yang berlaku'

Kasongan,....'.'...'...........'20 16
Pemohon Informasi

Meterai Rp 6.O00

Nama Jel,as & Tanda Tansan

Catatan:
1). UUNo. 14Tahun2OO8

Pasal 51 :

(U Setiap Orang yang dengan sengqia menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara

parirrl r"-"i i;ti,l tfi]1f aar,7 ata" piEana denda paling banyak Rp 5.ooo.ooo,@ ( lima juta rupiah)

21. UU No. 14 Tahun 2008
Pasal54i -- -

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak_mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang

6it<ecuatit<ai ieU&aircina aiafui AJ;; f*A 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, hlruf g,- hyflirftr, huruf^i,^dan huruf j
aipiaana aenganf,iar". *":*" prfi"ir,i-" 2 ( dua ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000-000,00 ( sepuluh juta

ruPiah ).

l2l Setiap Orang yang dengan sengaja,dan tanpa hak_mengakses dan / ataq mj_mper9leh dan/ atau memberikan informasi yang

a*"""rriu,riiluigai-E"r ai"i"i a"rr- pasal 17 hurulc, dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan pidana-ctenda paling banyat Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



I"AMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PEI,AYANAN INFORMASI
PEMERINTAH KAE}UPATEN KATINGAN

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

PEMERII.MAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS..........
Jalan...--....Telp.-........... Fa:<.--....-.-'...-

KAS O NGAN

Telah Terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Berupa Informasi :

Format Informasi

Nama Pemohon Informasi
Nomor NIK (sesuai KTP)

Alamat
Nomor Telepon yang
bisa dihubungi

1. Tercetak 2. Terekam

NO :-..........'..

TANDA BUKTI
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK

Kasongan......'.'.'..........2O16

Pemohon Informasi

Meterai Rp 6.O00

Nama Jelas

Catatan :

1). UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 51 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Pubtk secara melawan hukum
dipidana aeigan pia""" penjara ir"tirrg lama 1 (satu) tahun darrt I atau pidana denda paling

banyak Rp 5.000'O00,00 ( lima juta rupiah)
21. UU No. 14 Tahun 2008

Pasal 54 :

(1) Setiap Orangyang dengan sengqja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperolehdan /
atau memberit arr-iotormasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan hurufj dipidana denSan_f!{ryta
penjara pating lama2 (dua ) tahun dan pidana denda pating banyak Rp 10.000.000,00 (

sepuluh juta ruPiah ).

(21 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses d,aT I atau 993pero19h dan/ atau
memberikan-infoinasi yang diketuaftkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf_c, dan
huruf e, dipidana dengan pla"na penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp 2O.O00.OO0,OO (dua puluh juta rupiah)'



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

III PERATURAN BUPATI KATINGAN
TAHUN 2OL6

: PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

PEMERIMAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS..........-

Jalan....-...-Telp............. Fax.--.."""""
KASONGAN

Telah Terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Berupa Informasi

Format Informasi
Nama Pemohon Informasi
Nomor NIK (sesuai KTP)

Alamat
Nomor telepon yang

bisa dihubungi

Watfir

1. Tercetak 2. Terekam

WIB

Kasongan,.. .....,..,..........2OL6

Pemohon Informasi

Meterai Rp 6.OOO

Nama Jelas

Catatan:
1). UU No. 14 Tahun 2OO8

Pasal 51 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana

dengan piai"" i"qi"r, pafd-t"*" r*1*atu) tahun dan / atau pidana denda pding banyak

np 5.oOO.oO0,00 (lima juta rupiah)2). UU No. 14 Tahun 20o8'

Pasal 54 :

(1) Setiap Orang yang dengan senga,ja dan tanpa hak mengakses dan I atau memperoleh dan / atau

*emberikan-inf"ria*i vfug dike;;aUkan sebagaimana diatur dalam pasat 17 huruf a, huruf b, huruf d,

huruf f, huruf g, hurui h,-huruf i, dan hurufl dipidana dengan pidana per{ara paling lal:aa 2 ( dua )

tahun dan pidala denda paling banyak Rp 1O.00O.O00,0O ( sepuluh juta rupiah ).

(21 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses_ dan I atau memperoleh dan/ atau

memberikan-iiforirasi ia"g dGcualikan sebagaimana diahrr dalam pasal 17 huruf c, dan huruf e,

dipidana dengan pidana pinjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp

2O.OOO.OOO,OO (dua puluh juta rupiah)'

TANDA BUKTI

e---4



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2OL6
TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PEI.AYANAN INFORMASI DAN
PEMERINTAH KAE'UPATEN KATINGAN

FORMAT FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

(RANGKAP DUA)

A.

I Ls" 8"d""1

I euuut 
I

INFORMASI PENGAJU

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]

PERNYATAAN KE.BERATAN ATAS P-EBMOHONAN INFORMASI

KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan
Nomor Pendaftaran Permohonan
Informasi
Tujuan Penggunaan Informasi
Identitas Pemohon

Nama
Nomor MK (sesuai KTP)

Alamat

: (diisi Petugas)*

Pekerjaan :

Nomor Telepon yang bisa dihubungi :

Identitas Kuasa Pemohon s
Nama
Nomor MK (sesuai KTP)

Alamat

Nomor Telepon yang bisa dihubungi :

B. AI,ASAN PENGA.JUAN KEBERATANH

a. Permohonan informasi di tolak
b. Informasi berkala tidak disediakan
c. Pernintaan iaformasi tidak ditanggapi
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimanayang diminta
e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

C. Informasi disampaikan melebihi jangka wakhr yang ditenttrkan

C. KASUS PO$SI (tambahkar kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : ftangga$, [bulan], ltalanl[diisiolehpefitgas]***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapan:rya, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahuiffi
Petugas Informasi

(Penerima Keberatan)

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

Nana& TandaTangan

Pengaiu Keb-eratan

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

Nama & TandaTangan

KETERANGAN

* Nomor register pengqiuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengqjuan keberatan
ldentitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkao Surat Kuasa.
Sesuai dengan p-asal 35 (ru KIP, dipilih oleh pengajuan keberatan sesuai dengan aiasan keberatan yang diajukao
Disi sesuai dengan ketentuan jangftawaku dalam UU KIP
TanCCal diisi dingan tAflggal &terimanya pgng4iuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lenglap sesuai dengan
buku register pengqiuan keberatan
Dalam hal keteratan diajulcan secara langsung, maka formulA keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang
menerima pengajuan keberatan,


